
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/776/B.III/HK/2014
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG TATA TERTIB
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 2014 - 2019
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD 
Kabupaterr/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah 
terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2014 - 2019; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wi1ayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011; 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160j3273jOTDA Tanggal 22 
Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata 
Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten j Kota. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG BARAT TENTANG TATA TERTIE DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 
2014 - 2019. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 
2014 - 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat segera 
melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tersebut telah disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat 
ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan 
tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh 
Gubernur. 

KEEMPAT	 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan 
menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

___ KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 

pada tanggal 13 Oktober 2014 
GUBERNUR LAMPUNG, 

~ 
M. RIDHO FICARDO 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RIdi Jakarta; 
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bander Larnpung; 
3. Bupati Lampung Barat di Liwa; 
4. lnspektur Provinsi Lampung di Bander Lampung. 
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• I 

LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G1776fB.lllfHKl2014 
TANGGAL : 130KTOBER 2014 

EVALUASI TERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKT12014-2019
 

Rumusan Penyempurnaan Rumusan Raperda KeteranganI No I Materi Raperda 
43 51 I 2 

1. I Kop dan judul 

Diktum Menimbang 

RANCANGAN
 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 
NOMOR; TAHUN 2014
 

TENTANG 

REVISI TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

a.	 bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 I a. 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah N@m@r 13 lall~R 2919 I@RlaR~ 

~ Tala Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Barat perlu disesuaikan dengan dinamika 
perkembangan peraturan perUndang-Undangan yaR~ a~a; 

b.	 bahwa untuk memenuhi maksud pada hunuf a diatas perlu I b. 
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang ~ Tata Terlib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Kop Garuda Kop dan Judul disempumakan 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT disesuaikan ketentuan 

PROVINSI LAMPUNG Permendagri Nomor 1 Tahun 
RANCANGAN 2014 dan masa bhakti 

keanggotaanPERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

NOMOR TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 

MASA BHAKT12014-2019
 

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 171 Konsideran menimbang 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan disempumakan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 
13fDPRDfLB/KepDI2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupalen Lampu ng Barat pedu disesuaikan 
dengan peraturan penundang-Undangan; 
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tersebut di atas penu menetapkan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Masa Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampul19. Barat; -----.J,------~	 ~ 
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2	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan I 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan IKonsideran mengingat angka 2, 3 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Diklum Mengingal3. 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dan 7 disempumakan 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali lerakhir Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaU terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 IeRlilIl§ dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
PeRl8a~aA Keou8 atas 'J~diU~g Undang 32 TahwR 2QQ4 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan 
t@RtaR~ 12BmBRRta~BR ga6Fa~ (Lembaran Negara Republik lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 t6AtBA~ 12IlFY~a~BR alas I 3. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 lentang Partai Politik 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 lentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentan9 I 7. Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tahun 2007 tentaR~ PSfwbaRan KQti~a alliS PerahuB:n( PemeARta\;;l NemOf 24 Ta~um 2001 tentiJRg KBdwdl:lkan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);I 
PretslmlsF oan KeUEingaR PimpiRBn dan Png§8ta Qs's8n 
126FV:ailiIBR RBIWat ,"il6Fil~ (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 

MEMUTUSKAN:MEMUTUSKAN : 
Pasal 1
 

dan Menelapkan
 
Menetapkan : ~ PERATURAN TATA TERTIB DEWAN Menelapkan : PERATURAN TATA TERTIS DEWAN PERWAKILANDiklum Memutuskan4. 

angka 1 dst diselajarkan dengan 
kalimat Peraluran.. pada Dikturn 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAKYAT DAERAH KASUPATEN LAMPUNG BARAT 
MASA BHAKT12014-2019LAMPUNG BARAT 

Menelapkan 
angka 2dihilangkanPasal1 Pasal1 Angka 5, 6 dan angka 7, kalimat 
Kepala Daerah diubah menjadi 

II 

kala SupaI; dan kalimat wakil 
kepala daerah diubah menjadi 

I	 I __I wakil bupat. __L_L--__ ~~~
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Dalam Peraluran ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraluran ini yang dimaksud dengan : 
2. P8meR~t8heR QaBRiR Kabwpat6f1 bampwRg BaRH edaleR - - Penulisan urutan angka agar 

PeRl8Rf.ltah QasfiiR san QOUJiilA PBPllal(ilaA Ral<y8t QaeraR disesuaikan 
yiUlg Serilda oi Kabwp8t9R bamptstAg Serat. - Pasal selanJutnya menyesuaikan 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjUlnya llis800l 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen selanjulnya disingkal DPRD adalah Dewan 
Lampung Bara!. Perwakilan Rakyal Daerah Kabupalen Lampung 

Bara!. 
5 Pemerintah Daerah adalah Ke~ala aaSI'ilR dan Perangkal 5. Pemennlah Daerah adalah Bupali dan Perangkal 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah di Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Kabupalen Lampung Bara!. Pemennlahan Daerah di Kabupaten Lampung 

Bara!. 
6. Ks~ala aaSI'ilR adalah Ke~ala daaRilR Lampung Barat 6. Bupati adalah Bupati Lampung Bara!. 

( Susunan dan 
Kedudukan 

I I 

7. lA'ahil Kef.)ala QaeraR adalah l}}ahil KapElla QQ8F8R Lampung 7. Wakil Bupali adalah Wakil Bupati Lampung Bara!. 
Baral 

8 Anggola DPRD adalah msmka yaRg difasmillaR I 8. Anggola DPRD adalah Anggota DPRD Kabupalen 
h€lEm~g€ltaaRRya s8Bagai ElRggota QPRD KabupQtBA bamptmg I Lampung Bara!. 
BaRit dan telah mBAQl:iSapltElR ctUflpaR1JaAji b8maSa~(aA 

ketsRhiEiA p9fQturan p8fttRdaRQ wAEtangaA )'QAg Be~al(w. Tambahkan: 
- Daerah adalah ....... 

DPRD III . p~sal 2Ik Th \ DPRD I d" ta rtpas~1 ~ rt Th 
Pasal 2 disempumakan sesuai 

te In alas anggo1a pa al poItI peserta pemll an umum er In a s anggola pa al polti pese a pemm an umum yang ketentean pasal 363 UU Nomor 17 
yang dipilih melalui pemilihan umum daR lalaR dilaRtil1 sasyai dSRgeR dipilih melalui pemilihan umum. Tahun 2014 
fj9FaturElA pBRlngaAg wnEJaf.lgaf1 y8A9 B8~al(u. 

I 

3 disempumakan dengan IPasal3 I Pasal3 Pasal 
1) DPRD merupakan Iembaga perwakilan rakyal daerah yang DPRD menupakan lembaga perwakilan rakyal daerah yang menghilangkan ayat (2) 

ber1<edudukan sebagai unsur penyelenggara pernenntah ber1<edudukan sebagai unsur penyelenggara pernenntah daerah. disesuaikan kelenluan Pasal 364 
daerah. UU Nomor 17 Tahun 2014 

~, ~~~~. . ". -"I 
memililti taAB~UF18 jaweD yang same d8R~aR J2emeARtal=1 
QasraR delam membeRtuh ,Hirahu;aR SaefaR wntu'( 
k8s9jaRt8raaR reltyat. 

--'-
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f~ 
I 

IFungsi 

2 

11. 

3 

Pasal4 
DPRD mempunyai lungsi: (1) 

4 

Pasal4 
DPRD mempunyai fungsi: 

5 

- Pasal 4 disempumakan 
- Penulisan angka ayat I 

I 
1 
I I I 

2. 

a. l.egislasi; 
b. Anggaran ;dan 
c. Rengawasan. 
Ketiga lungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan I (2) 

a. legislasi ; 
b. anggaran ;dan 
c. pengawasan. 
Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

menggunakan tanda baca kunung 
buka dan kurung tutup 

- Penulisan huruf a, b. dan huruf c 
awal kalimat menggunakan hurul 

dalam kerangka representasi rakyat di "abw~al8~. dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. keci!. 
3. Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurula 'I (3) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a - Pasal selanjutnya menyesuaikan 

diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama diwujudkan dalam rnembentuk peraturan daerah bersama kepala 
kepala daerah. daerah. 

4. Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b I (4) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b 
diwujudkan dalam m€lA)'YSYA daR m8RetQpIH;U~ APBFJ 8ersama diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Pelda 
P€lmeRRta~ fJa8Fa~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bupati.

5. Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (5) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul 
hurul c diwujudkan dalam b8F1lyk ~8R~a\"a8aR tBm.8a~ 

pelaks9AaaR 14Ad9R§ uAdaR€j, pemtWfaR OaefaR, kept:ltlols8A 
kQpala Oaef'9R €taR kebijal(i~R yaA§ ditetaphiiU1 gl8R PemeRRt8R 

c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Daerah 

~. 

7. Tugas dan Pasal 5 Pasal 5 - Pengetikan Pasal 5 
Wewenang 1. DPRD mempunyai tugas danwewenang : DPRD mempunyai tugas dan wewenang : disempumakan dan ayat (2) 

a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; dihilangkan, penulisan huruf a,b 
b. Membahas peraturan daerah mengenai Anggaran b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan dst awal kalimat menggunakan 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hurulkeeil 
t<;epala daerah; yang diajukan oleh kepala daerah; - Pasal selanjutnya menyesuaikan 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
peraturan daerah dan APBD; daerah dan APBD; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah 
daerah dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalUl 
Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan gubemur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 
pengangkatan dan/atau pemberhentian; dan/atau pemberhentian; 

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal tel)<ldi kekosongan e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan 
jabatan wakil kepala daerah; I jabatan wakil kepala daerah; 

I. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada I. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
pemerintah daerah terhadap rencana pe~anjian daerah terhadap rencana pe~anjian intemasional di daerah; · intemasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana ke~asama 

l I L 
g. 

. 
'kan oleh pemerintah daerah; 

Memberikan persetujuan terhadap rencana keqaserna 
intemasional yang dilaku I h. 

i 

intemasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 

I 

~ 
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h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban I i. memberikan persetujuan terhadap reneana keqasarna dengan daerah 
kepala daelah daJam penyelenggaraan pemerintahan lain atau dengan pihak ketiga yang nnembebani masyarakat dan daerah; 
daerah; I j. mengupayakan tertaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

i. Membenkan persetujuan terhadap rencana kerjasarna ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang i k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 
membebani masyarakat dan daerah; peraturan perundang-undangan. 

J. Mengupayakan tertaksananya kewajiban daerah sesuai 
dengan ketentuan 
yaR8 hQRaitEi ; 

peraturan perundang-undangan 
I 

h. MemiAta ~9meARtaR 8eUlfaR WRNI, melalUi8RahaR 
tiRoah la~yt Ji9m8FilEsaaR eleR E!PK. 

I Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2 Tatel sara ~elaksaRaaR laatQRtM~U~ s9~aQaimaRa dimalEswd 
pass ayat (1) dilahs9Rakan 58Sltai dSRBeR keteRhHUI 
~QFattffaR penmdaRQ YRda~gaA Yiu~9 B€lRalEl:I. 

8. Keanggotaan Pasal6 Pasal6 Pasal 6disempumakan 
1. Anggota DPRD berjurn'ah 40 aR~~eta aa~ ~aRai ~elitik ~QQ8Ra (1) Anggota DPRD berjurnleh 40orang. 

p8miJiRa~ wm~Hl~ Yi.i~g gi~iliR eer(jaS8AtBA ~asil p8mili~aR umum. (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubemur sesuai 
2. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan lJubemur. dengan l.aporan Komisi Pem~ihan Umum yang disampaikan melalui 
3. Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Lampung Barat. Bupati. 
4. Masa Jabalan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun ter11itung (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Lampung Barat. 

mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan (4) Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai 

I 
5 

berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapan 
sumpah/janji. 
Anggola DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) I (5) 

tanggal pengucapan surnpahjanj anggota DPRD dan berakhir pada 
saat anggota DPRD yang baru mengueapan sumpah/janji. 
Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada
pada tanggal berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota tanggal berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang
DPRD yang Jama. lama. 

I 

6. 

7. 

I 

Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat ) (6 
mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhimya ) 
masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, maka 
masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan 
dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan 
sumpah/janji secara bersama-sama. I 7 
Dalam hal tanggal berakhimya masa jabatan Anggota DPRD () 
jatuh pada han libur atau han yang diliburkan. maka pengucapan I 
sumpah/janji dilaksanakan pada han berikutnya sesudah han 
libur atau han yang diliburkan dimaksud. .. L 

Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan 
sumpah/janji bertepatan dengan berakhimya rnasa jabatan 5 (lima) 
tahun anggota DPRD yang lama, maka masa jabatan anggota DPRD 
dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD 
yang mengucapkan sumpahljanji secara bersama-sama. 
Dalam hal tanggal berakhimya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada 
han Iibur atau han yang diliburkan, maka pengueapan sumpah/janji 
dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau han yang 
diliburkan dimaksud. 
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Pasal7 Pasal7 Pasal 7disempumakan 
1. Anggola DPRD sebelum memangaku jabatannya mengucapkan (1) Anggola DPRD sebelum memangaku jabatannya mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu kelua sumpahfjanji secara bersama-sama yang dipandu ketua 
pengadilan negeri dalam rapat paripuma istimewa. pengadilan negeri dalam rapal paripuma islimewa DPRD. 

2. Dalam hal kelua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan (2) Dalam hal kelua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan 
sumpah/janji anggola DPRD dipandu oleh wakil ketua sumpah/janji anqqota DPRD dipandu oleh wakil kelua pengadilan 
pengadilan negeri. negeri. 

3. Dalam hal wakil kelua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud (3) Dalam hal wakil kelua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayal (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggola pada ayal (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota
DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang
ditunjuk oleh Kelua Pengadilan Negeri. aAgg9ta gRRg yaAg dilunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
B8~aI8A~a~ me~g\;jGapliaA 8umpaR gaAji BBFSama sama (4) Anggola DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji
s8Ba8aimaR8 dimaksYB paBa ayet (1) meRgtisapl,a~ bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sumpaR/jaRji yeUjJ§ eips,uJl;I €lleh pimpiA8A DPRQ aalam f8f')6It mengucapkan sumpah/janJi yang dipandu oleh Kelua atau Wakil 
paRpu~Aa istimsVJ8. Kelua DPRD dalam rapal paripuma istsnewa DPRD. 

PasalB Pasal B Pasal B disempumakan dengan 
1. Anggola DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpahljanji (1) Anggola DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji menghilangkan ayat (3) 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayal (1), yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), yang 
bersangkulan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua bersangkulan mengucapkan sumpahfjanji dipandu oleh ketua 
atau wakil kelua DPRD dalam rapal paripuma islimewa DPRD. alau wakil ketua DPRD dalam rapat paripuma istimewa DPRD. 

2. Anggota DPRD pengganli antar waktu sebelum memangku (2) Anggola DPRD pengganli antar waklu sebelum memangku 
jabalannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oIeh kelua alau 
wakil kelua DPRD dalam rapat paripuma istimewa DPRD. wakil kelua DPRD dalam rapat paripuma istimewa DPRD 

3. o.A§:§Qta QPRfJ pade ~aera~ BteRemi bSFW yaAtJ Bslum 
memp~u~yai peAQliloilaR R8~8Fi, m8AgWGaphan swmpsRljanji yElRg 
5ipim€h~ Bien "Btue staw 'Viltil I(stue peAgaailafil AegeR pada 
daSFaR ;RBUI( 

9. i Tala Cara Pasal 11 Pasal11 Pasal11 disempumakan 
Pengucapan Sumpah 1. Tala cara pengucapan sumpah/janji Anggola DPRD (1) Tala cara pengucapan sumpah/janji Anggola DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayal (1) terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7ayal (1) lerdiri dari tala 
tata 6iIl<l urutan acara, tata pakaian dan tata lempat. urutan acara, tala pakaian dan lata lempal. 

2. Tala urulan acara unluk pelaksanaan pengucapan (2) Tala urutan acara unluk pelaksanaan pengucapan 
sumpah/janji Anggola DPRD sebagaima dimaksud pada ayal sumpah/janji Anggota DPRD sebagaima dimaksud pada ayal 
(1) meliputi ; (1) meliputi : 
a. Rembukaan oleh pimpinan DPRD ; a. pembukaan oleh pimpinan DPRD; 
b. Rembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan b. pembacaan Keputusan Gubernur lenlang peresmian 

pengangkatan anggola DPRD oleh sekretaris DPRD ; pemberhenllan dan pengangkatan anggota DPRD oleh 
1.-. I I sekretaris DPRD; 
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e.	 Ilengueapan sumpahfjanji anggota DPRD dipandu oleh 
Ketua Pengadilan Negen ; 

d.	 Ilenandatanganan berita acara sumpahljanji anggota 
DPRD seeara simbolis oleh satu orang dan masing
masing kelompok agama dan ketua pengadilan ; 

e.	 Ilengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretans 
DPRD; 

f.	 Serah terirna Pimpinan DPRD dan Pimpinan Lama 
kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan 
penyerahan palu pimpinan ; 

g.	 Sambutan pimpinan sementara DPRD; 
h.	 Sambutan Gubemur Lampung; 
i.	 Sambutan Supati Lampung Barat; 
J.	 Ilembacaan do'a ; 
k. Ilenutupall oleh pimpinan sementara DPRD ; dan 
I.	 Ilenyampaian Ucapan Selamat. 

3.	 Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengueapan 
sumpah/janji Anggota DPRD : 
a.	 Ketua pengadilan neqeri menggunakan pakaian sesuai 

dengan ketentuan dan Instansi yang bersangkutan; 
b.	 Kepala daerah menggunakan pakaian sipil lengkap 

dengan peci nasional; 
e.	 Anggota DPRD yang akan mengueapkan sumpahljanji 

menggunakan pakaian sipillengkap dengan peei nasional 
bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; 

d.	 Bagi Anggota TNIIPOLRI menggunakan pakaian dinas 
upaeara dan bagi undangan sipil menggunakan pakaian 
sipil lengkap dengan peei nasional bagi pria dan wanita 
menggunakan kebaya nasional. 

4.	 Tata tempat dalam aeara pengueapan sumpah/janji Anggota 
DPRD: 
a.	 Rimpinan DPRD duduk di sebelah kin Kepala daerah dan 

Ketua Pengadilan Negen atau pejabat yang ditunjuk 
disebelah kanan Kepala daerah; 

b. Anggota DPRD yang akan mengueapkan sumpah/janji 
duduk ditempat yang telah disediakan; 

e.	 Setelah pengueapan sumpah/janji pimpinan sementara 
neeD duduk disebelah kin Kepala daerah; 

e.	 pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh 
Ketua Pengadilan NegenlWakil Ketua Pengadilan/Hakim 
Senior yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negen; 

d.	 penandatanganan berita aeara sumpahljanji anggota 
DPRD secara simbolis oleh satu orang dan rnasing-masing 
kelompok agama dan ketua pengadilan ; 

e.	 pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris 
DPRD; 

f.	 serah tenrna Pimpinan DPRD dan Pimpinan Lama kepada 
Pimpinan Sementara seeara simbolis dengan penyerahan 
palu pimpinan ; 

g.	 sambutan pimpinan sernentara DPRD; 
h.	 sambutan Gubernur Lampung atau yang mewakili; 
i.	 sambutan Supati Lampung Sarat atau yang mewakili; 
j.	 pembacaan do'a; 
k.	 penutup oleh pimpinan sementara DPRD ; dan 
I.	 penyampaian ueapan selamat. 

(3)	 Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengueapan 
sumpah/janji Anggota DPRD: 
a.	 ketua pengadilan neqen menggunakan pakaian sesuai 

dengan ketentuan dan Instansi yang bersangkutan; 
b.	 kepala daerah menggunakan pakaian sipillengkap dengan 

peei nasional; 
e.	 anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji 

menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peei nasional 
bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya 
nasional; 

d.	 bagi Anggota TNIIPOLRI menggunakan pakaian dinas 
upacara dan bagi undangan sipil menggunakan pakaian 
sipil lengkap dengan peei nasional bagi pria dan wanita 
menggunakan kebaya kebaya nasional. 

(4)	 Tata tempat dalam aeara pengueapan sumpah/janji Anggota 
DPRD: 
a.	 pimpinan DPRD duduk di sebelah kin Kepala daerah dan 

Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang d~unjuk duduk 
disebelah kanan Kepala daerah; 

b.	 anggota DPRD yang akan mengueapkan sumpah/janji 
duduk ditempat yang telah disediakan; 
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10. I Pelaksanaan Hak 

11. I Hak Interpelasi 

d.	 llimpinan DPRD yang lama dan ketua pegadilan negen 
duduk c1itempat yang telah c1isediakan; 

e.	 ~kretans DPRD dan kabag persidangan atau yang 
mewakili duduk dibelakang pimpinan sementara DPRD; 

f.	 llara undangan dan anggota DPRD lainnya duduk 
ditempat yang telah disediakan; dan 

g. Media Masa dan Media Elektronik (perslCrew TVIRadio 
disediakan tempat tersendr! 

Pasal12 
DPRD Mempunyai Hak : 

a.	 lnterpelasi; 
b.	 Angket; dan 
c.	 Menyatakan Pendapal. 

Pasal13 
Anggota DPRD Mempunyai Hak : 

a. Mengajukan rancangan peraturan daerah; 
b. Mengajukan pertanyaan; 
c. Menyampaikan usul dan pendapal; 
d. Memilih dan dipilih; 
e. Membela diri ; 
f. Imunitas ; 
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 
h. j;!rotokoler; dan 
I l(euangan dan administratif. 

Pasal14 
1.	 Hak Interpelasi sebagaimana dimaksucl palla pasal 12 hunuf a 

adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala 
daerah mengenai kebijakan pemenntah daerah yang penting 
dan strategis serta berdampak luas parla kehidupan 
bermasyarakat dan bemegara. 

2.	 Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 
paling sedikit 7 (tujuh) orang DPRD dan lebih dan 1 (satu) 

c. setelah pengucapan sumpahljanji pimpinan sementara 
DPRD duduk disebelah kin kepala daerah; 

d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pegadilan negeri 
duduk c1itempat yang telah disediakan; 

e. sekretaris DPRD dan kabag persidangan atau yang 
mewakili duduk dibelakang pimpinan sementara DPRD; 

f para undangan clan anggota DPRD duduk ditempat yang 
telah disediakan; clan 

g. media masa dan Media Elektronik (PerslCrew TVIRadio 
disediakan tempat tersendri. 

Pasal 12 Pengetikan Pasal 12, Pasal 13 , 
DPRD mempunyai hak: Pasal 14 dan Pasal 15 
a. interpelasi; disempumakan 
b angkel; dan 
c. menyatakan Pendapat. 

Pasal13 
Anggota DPRD Mempunyai Hak: 
a. mengajukan rancangan peraturan daerah; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; 
e. membela din; 
f. imunitas; 
g. mengikuti orientasi clan penclalaman tugas; 
h. protokoler; dan 
i, keuangan dan administratif. 

Pasal14 
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 12 hunuf a 

adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala 
daerah mengenai kebijakan pemerintah c1aerah yang penting dan 
strategis serta berclampak luas pada kehidupan bermasyarakat 
dan bemegara. 

(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) c1iusulkan 
paling sedikit 7 (tujuh) orang DPRD dan lebih clan 1 (satu) fraksi. 

Fraksi.	 (3) Usul sebagaimana drraksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul daL"I 

I Pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan L dibenkan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
L L ~	 _ _Jdibenkan nomor pokok oleh sekretanatDPRD."	 .. 

, 
\ 
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4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : 
a. Maten kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pernermteh 

daerah yang akan dimintakan keterangan; dan 
b. Alasan pemnintaan keterangan. 

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : 
a. materi kebijakan danlatau pelaksanaan kebijakan pemenntah 

daerah yang akan dimintakan keterangan; dan 
b. alasan permintaan keterangan. 

Pasal15 
1. Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayal (2) oleh 

pimpinan DPRD disampaikan pada rapat pan puma DPRD. 
2. Dalam rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

para pengusul diben kesempatan menyampaikan penjelasan 
lisan atau usul permintaan keterangan tersebut. 

3. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, 
dilakukan dengan memberi kesempatan kepada : 
a. Anggota DPRD lainnya unluk rnernbenkan pandangan 

melalui Fraksi ; dan 
b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para 

anggota DPRD. 
4. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul 

permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam 
rapat paripuma. 

5. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh 
keputusan, para pengusul berhak menank kernbali usulannya. 

6 UsuJ sebagaimana dimaksud ~a~a al'al (1) menjadi hak 
interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat 
paripuma DPRD yang dihadri lebih dari Y, (satu perdua) jumlah 
anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih 
dari Y, (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir. 

Pasal15 
(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) oleh 

pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripuma DPRD. 
(2) Dalam rapat parpuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), para pengusul diJeri kesempalan menyampaikan penjelasan 
lisan atau usul permintaan keterangan tersebut. 

(3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan, dilakukan 
dengan memberi kesempatan kepada : 
a. anggota DPRD lainnya unluk memberikan pandangan melalui 

fraksi; dan 
b. para pengusul memberikan jawaban alas pandangan para 

anggota DPRD. 
(4) Keputusan perselujuan atau penolakan terhadap usul permintaan 

keterangan kepada kepala daerah ditelapkan daJam rapat 
paripurna, 

(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh 
keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. 

(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak 
inlerpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat 
paripurna DPRD yang dihadiri lebih dan 11, (satu perdua) jumlah 
anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dan 
11, (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir. 

12. Hak Angket Pasal17 
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud jliIlI6F=pasal 12 hunuf b 

adalah hak DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan 
pemerintah daerah yang penbng dan strategis serta berdampak 
luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang 
diduga bertentangan dengan ketentuan peraluran penundang
undangan. 

(2) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan 
paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dan 1 
(satu) fraksi. 

Pasal17 
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 hunuf b adalah 

hak DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pernenntsh 
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakal, daerah, dan negara yang diduga 
bertentangan dengan ketentuan peraturan penundang-undangan. 

(2) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling 
sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dan 1 (satu) fraksi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan 
diberjkan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 

Pasal 17 disempumakan dengan 
menghilangkan ayat(4) 

\ 
r 
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(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disentai dengan dokumen 
DPRD, yang dilandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok yang memuat sekurang-kurangnya: 
oieh Sekretanat DPRD. a rnateri sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayal (3) Undang

(4) USI3I seb6l§sim8Afi dimakswd pede arit (1) setelsR disQttljui 918~ Pimpi~8n Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
gawen, ~aliF1!J lambit 11 (empat billis) Ran h8Jl1S dilaks8AahaR rapet Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah dan 
08RDwma,- ,-_ ..._. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah; dan 

(5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disentai dengan dokumen yang b. Alasan Penyelidikan. 
memual sekurang-kurangnya : 
a. Maten sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayal (3) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 lenlang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyal Daerah; dan 

b. Alasan Penyelidikan. 

Pasal21 Pasal21 Pasal 21 ayat (2) 
1. Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf disempumakan 

diterirna oeh DPRD dan ada indikasl tindak pidana, DPRD menyerahkan b dilenma oleh DPRD dan ada indikasi lindak pidana, DPRD 
penyelesaiannya kepada aparal penegak hukum sesuai kelenluan peraluran menyerahkan penyelesaiannya kepada aparal penegak hukum sesuai 
perundang-undangan. ketenluan peraturan perundang-undangan. 

2. Apabila hasil 1l8RI'8Ii~il'8R kepala daerah dan/alau wakil kepala daerah (2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/alau wakil kepala daerah 
berstatus sebagai lerdakwa, Menlen Dalam Negeri memberhenlikan berstatus sebagai lerdakwa, Menlen Dalam Negeri memberhenlikan 
sementara kepala daerah danlalau wakil kepala daerah yang bersangkulan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang 
dan jabalannya. bersangkulan dan jabatannya. 

3. Apabila kepala daerah dan/alau wakil kepala daerah berdasarkan putusan (3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan 
pengadilan yang yang lelah memperoleh kekuatan hukum telap dinyalakan putusan pengadilan yang yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap 
terbukti bersalah melakukan lindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) dinyatakan terbukli bersalah melakukan lindak pidana yang diancam 
tahun atau lebih, Menteri Dalam Negen memberhentikan kepala daerah pidana 5 (lima) lahun atau lebih, Menleri Dalam Negeri memberhenlikan 
dan/atau wakil kepala daerah dan jabalannya. kepala daerah dan/alau wakil kepala daerah dan jabatannya. 

13. Hak Pasal23 Pasal23 Pasal 23 
Menyatakan 1. Hak menyatakan pendapal sebagaimana dimaksud ji8iIs Pasal 12 huruf c (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 disempumakan dengan 
Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapal lerhadap kebijakan kepala huruf c adalah hak DPRD unluk menyatakan pendapal lerhadap menambah 1 ayal baru 

daerah atau mengenal kejadian luar biasa yang teqadi didaerah disentai kebijakan kepala daerah atau mengenal kejadian luar biasa yang le~adi yaitu ayat (3) 
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai lindak lanjul di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai 
pelaksanaan hak inlerpelasi dan hak angket. tindak lanjul pelaksanaan hak inlerpelasi dan hak angket. 

2 Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ~sl8m Psssl 12 ~YFllf 8 (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
diusulkan oIeh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggola DPRD dan lebih dan diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggola DPRD dan 
1(salu) Ffaksi. lebih dan 1 (satu) Ffaksi. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada 
Pimpinan DPRD yang ditandatangani olen para pengusul dan diberikan 
nomor pokok oleh Sekrelarial DPRD. 
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Pasal24 
Usul pemyalaan pendapal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 oleh i (1) 
pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripuma DPRD selelah 
mendapal pertimbangan dari Badan Musyawarah. 
Dalam rapal paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), para I (2) 
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan alas usul hak 
menyatakan pendapallersebut. 
Pembahasan dalam rapal paripuma DPRD mengenai usul pemyataan I (3) 
pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : 
a. Anggota DPRD lainnya unluk membenkan pandangan melalui fraksi ; 
b. kpala daerah untuk memberikan pendapal ; 
c. !"ara pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan 

pendapal kepala daerah 
Usul hak menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, I (4) 
pengusul berhak menarik kembali usulnya. 
Rapat paripuma DPRD memuluskan menerima atau menolak usul I (5) 
pernyalaan pendapallersebul menjadi pendapat DPRD. 
Apabila DPRD menerima usul hak pemyalaan pendapal, Kepulusan DPRD I (6) 
memual: . 
a. Pemyataan pendapal; 
b. Saran penyelesaiannya; 
c Peringatan. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (6) menjadi hak menyalakan I (7) 
pendapal DPRD apabila mendapal perselujuan dari rapat paripurna DPRD 
yang dihadiri sekurang-kurangnya % (liga perempal) dari jumlah Anggota 
DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 
(dua pertiga) dari jumlah anggola DPRD yang hadir. 
Pembicaraan diakhiri dengan keputusao DPRD yang menerima atau , (8) 
menolak usul hak menyatakan pendapallersebul menjadi hak menyalakan I 

pendapat DPRD. 

Pasal 25 II 

Setiap anggola DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraluran (1) 
daerah. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada pimpinan I (2) 
DPRD dalam benluk rancangan peraluran daerah disertai penjelasan 
secara lertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD I (3) 
disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah unluk dilakukan pengkajian. 
Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan DPRD I (4) 
menyampaikan dalam rapal paripurna DPRD. 

Pasal24 
Usul pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh 
pimpinan DPRD disampaikan dalam rapal paripuma DPRD selelah mendapat 
pertimbangan dari Badan Musyawarah. 
Dalam rapat paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), para 
pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan alas usul hak 
menyatakan pendapallersebut. 
Pembahasan dalam rapat paripuma DPRD mengenai usul pemyataan 
pendapat dilakukan dengan memberikan kesempalan kepada . 
a. anggola DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; 
b. kepala daerah unluk memberikan pendapal; dan 
c para pengusul memberikan jawaban alas pandangan para anggota dan 

pendapal kepala daerah. 
Usul hak menyalakan pendapal sebelum memperoleh kepulusan DPRD, 
pengusul berhak menarik kembali usulnya. 
Rapat paripuma DPRD memutuskan menerima alau menolak usul 
pemyataan pendapal tersebul menjadi pendapal DPRD. 
Apabila DPRD menerima usul hak pemyataan pendapal, Keputusan DPRD 
memual: 
a. pemyataan pendapat; 
b. saran penyelesaiannya; dan 
c. peringatan. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan 
pendapat DPRD apabila mendapal persetejuan dari rapal paripuma DPRD 
yang dihadiri sekurang-kurangnya % (liga perempal) dari jumlah Anggota 
DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah anggola DPRD yang hadir. 
Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak 
usul hak menyatakan pendapat tersebut menjadi hak menyatakan pendapal 
DPRD. 

",,,IlYdIllUa'MIl '''UaUa 'aUa' UallUUIl'a ur-"u. 

Pengetikan pasal 24 
disempumakan 
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5.	 Dalam rapat paripuma, para pengusul diberi kesempatan I (5) Dalam rapat paripuma, para pengusul diberi kesempalan 
memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud pada memberikan penjelasan atau usul prakarsa sebagaimana 
ayat (2). dimaksud pada ayat (2). 

6.	 PBmbiB81'il8A mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan I (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana 
memberikan kesempatan kepada : dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan 

kesempatan kepada :a.	 Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b.	 Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan 

anggota DPRD lainnya. b.	 para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para 
anggota DPRD lainnya. 

para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau I (7) Usul prakarasa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para 
mencabutnya kembali. 

7.	 Usul prakarasa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, 

pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya 
kembali.
 

prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
 
8.	 PembiB81'il8A memutuskan menerima atau menolak usul 

(8)	 Rapat paripuma memutuskan menerima atau menolak usul 
prakarsa menjadi prakarsa DPRD. 

prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam I (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas 
pembahasan rancangan peraturan daerah alas prakarsa kepala 

9.	 Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas 

prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam 
daerah. pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala 

daerah. 

Pasal27 Pasal27 Pasal 27disempumakan 
(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak 

mengajukan usul dan pendapat lis~a~a pemerintah daerah 
1.	 Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhek 

mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah 
maupun kepada pimpinan DPRD. maupun kepada pimpinan DPRD. 

(2) Usul dan pendapat sebagaiman dimaksud pada ayat (1), 
~iSUSUR SiA~k8t ~8R jSl8S disampaikan dengan memperllatikan 

2.	 Usul dan pendapat sebagaiman dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan dengan memperl1atikan tata krama, etika, moral, 

tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD. 
Kode Etik DPRD. 

Pasal31Pasal31 Pasal 31 disempumakan dengan15. I Hak Imunitas 
1.	 Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi (1)	 Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi menambah 1 ayat baru yaitu ayat 

pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada pennulaan masa (3) 
masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa 
jabatannya. jabatannya. 

2.	 Anggota DPRD melapor1<.an hasil pelaksanaan orientasi dan (2) Anggota DPRD melapor1<.an hasil pelaksanaan orientasi dan 
pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi. pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi. 

(3)	 Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan 
anggota DPRD dilakukan berpedoman kepada ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.~------'- -------.L ---'-------_~ 

( 



13 ) 

1 2 3 4 5 

16. Fraksi 
1. 

2. 

Pasal37 
Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dibantu I (1) 
oleh 1(satu) orang tenaga ahli. 
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit I (2) 
memenuhi persyaratan : 
a. ilerpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), 

dengan pengalaman keria paling singkat 5 (lima) tahun, 
Strata Dua (S2) dengan pengalaman ke~a paling singkat 3 
(tiga) tahun atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman ke~a 

paling singkat 1(satu) tahun; 
b. Menguasai bidang pemerintahan; dan 
c. Menguasai tugas dan lungsi DPRD. 

Pasal37 
Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada pasal34 dibantu oleh 1 
(satu) orang tenaga ahli. 
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi persyaratan: 
a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), dengan 

pengalaman ke~a paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua 
(S2) dengan pengalaman ke~a paling singkat 3 (tiga) tahun 
atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 
1(satu) tahun; 

b. menguasai bidang pernenntahan; dan 
c. menguasai tugas dan lungsi DPRD. 

Pengetikan 
disempumakan 

pasal 37 

17. Pimpinan DPRD 
1. 

2. 

3 

4. 

Pasal42 
Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 
41 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara 
DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, 
memlasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan 
peraturan tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan 
DPRD definitil. 
Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang 
berasal dan dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
perlama dan kedua di DPRD. 
DaJam hal terdapat lebih dan 1 (satu) partai politik yang 
memperoleh kursi tenbanyak sama, ketua dan wakil ketua 
sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil 
parlai politik yang bersangkutan. 
Dalam hal ~8IaIIGa~aaR musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat 3 tidak terdapal kesepakatan wRlwl1 m8R8~lwl\a~ ketua 
dan wakil ketua sementara, Seltfot8ris QPj;lg meA8tQf,lI<6iR 
SeBfQR~ yang tEntl;AB san term~da YSiQR)'a daR partai politik ~ 

b8R!iQA§hutBR. 

Pasal42 
(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 

41 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara 
DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, 
memlasilitasi pembentukan lraksi, menyusun rancangan peraturan 
tata tertib, danmemproses penetapan pimpinan DPRD definitif. 

(2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terdin atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang 
berasal dan dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
pertarna dan kedua diDPRD. 

(3) Dalam hal terdapat lebih dan 1 (satu) partai polijik yang 
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua 
sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai 
politik yang bersangkulan yang ada di DPRD. 

(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak 
mencapa! kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD, 
berasal dan partai politik berdasarkan urutan perolehan suara 
pemilihan umum. 

Pasal 42 disempurnaakan 
disesuaikan dengan Pasal 377 UU 
Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 
38 PP Nomor 16 Tahun 2010 

( _--'-

1. 

~ 

Pasal43 
Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pasal 42 menyampaikan 1 (satu) orang 
calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara untuk 
diumumkan dan ditetapkan dalam rapat parpurna DPRD calon 
pimpinan DPRD. 

(1) 
Pasal43 

Parta! politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pasal 42 menyampaikan 1 (satu) orang 
calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara untuk 
diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD calon 
pimpinan DPRD 

Pasal 43 disempurnakan dengan 
menghilangkan kstentuan ayat (2) 
karena kelenluan tersebul 
bertenlangan dengan pasal 27 UU D 
1945 dan Pasal6 UU Nomor 12Tahun 
2011 karena setiap warga negara 

I mempunyai kedudukan yang sarna 
~ dalam hukum dan pemenntahan 
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2. PimfjiA8R gPRQ yaJl!j dih4syliseUl oleR PeRei Politi" R8RjS (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan 
m9f'A8AW~i sya~t so/Brat sBbagai DBRIt..t : DPRD kepada Gubemur rnelalui Supati untuk meresmikan 
B. (2im~iFlaA QPRFJ m8milil~i iAtegRtBS daR Itredibiltas yang pengangkatannya. 

tiR!J!Ji tElmaa8plemoaga QPRQ; (3) Kelua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan 
6. Pim~iAaA ~PRQ mORipakaA G9rmiABA daR lemb8§8 ~PRQ; Gubemur. 
G. PimpiA8A QPRQ tidal< pBmaR tBRibal tiAdale pidaA8 yang 

m8mfJ~fF"yai liBltuataR ~w1Eum tslap; 
d. PimpiR8A QPRQ dape! meliFldwFlgi daR mSRgayemi lamoega 
~ 

3. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon 
pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui I(apala daaRlR untuk 
meresmikan pengangkalannya. 

1. 
Pasal44 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat I(1) 
Pasal44 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 sebelum 
Pasal 44 disempumakan 

(2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpahfjanji memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang leksnya 
di gedung DPRD .8lampal yang dipandu oleh ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di gedung DPRD yang 
negeri dihadapan rapal paripuma islimewa DPRD. dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripuma 

2. Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD salempal istimewa DPRD. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan lertentu I (2) Dalam hal pengucapan sumpahfjanji digedung DPRD selempat 
tidak dapal dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak 
DPRD dapat dilaksanakan dilempallain. dapal dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD 

3 Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan ditempat lain. 
pada ayat (1) berhslanqan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan 1(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada 
DPRD dipandu olehwakil ketua pengadilan negeri. ayat (1) berl1alangan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD 

4. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. 
dimaksud pada ayat (3) berl1alangan, pengucapan sumpah/janji I(4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang dilunjuk pada ayat (3) berhatanqan. pengucapan sumpah/janji dipandu 
oleh Kelua Pengadilan Negeri. oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang dijunjuk oleh 

Kelua Pengadilan Negeri 

Pasal45 Pasal45 Pasal 45 ayat (1) disempumakan, 
1. Pjm pinan DPRD mempunyai lJJgas : (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas: disesuaikan dengan Pasal 41 PP 

a. t.4emimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang No 16Tahun 2010 
untuk mengambil keputusan ; untuk diambil keputusan; 

b. t.4enyusun rencana kerja DPRD baik rencana jangka pendek b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan 
maupun jangka panjang ; pembagian kerja antara kelua dan wakil ketua; 

c. t.4enjadi juru bicara DPRD: 
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d. Melaksanakan dan memasyarakalkan kepulusan DPRD; 
e. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan inslansi 

pemerintah lainnya sesuai dengan kepulusan DPRD; 
f. Mewakili DPRD dan/atau alaI kelengkapan DPRD 

dipengadilan; 
g. Menetapkan arah kebijakan umum dan stralegi pengelolaan 

anggaran DPRD; 
h. Mengadakan koordinasi lerl1adap pelaksanaan lugas komisi 

serta alai kelengkapan DPRD yang lain; 
i. Mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPRD berl\enaan 

dengan kelenluan sanksi atau rehabilitasi anggola sesuai 
dengan kelentuan peraluran perundang-undangan yang 
bertaku ; 

J. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugasnya dalam 
Rapat Panpurna DPRD ; 

2. Dalam pengefeklifan kinerja DPRD, Pimpinan DPRD melakukan 
pembagian kerja para Wakil Kelua : 
a. Wakil Ketua I (salu) membawahi bidang pememtahan, 

hukum, penekonomian dan keuangan; 
b. Wakil Kelua II (dual membawahi bidang pembangunan, 

lingkungan hidup dan kesejahleraan rakyal. 
3. Apabila dalam pelaksanaan kine~a sesuai dengan pembagian 

kerja yang lelah dilelapkan salah salu pimpinan berl1alangan, 
maka dapal dilimpahkan kepada pimpinan yang lainnya. 

4. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berl1alangan 
semenlara kurang dan 30 (liga puluh) han, pimpinan DPRD 
mengadakan musyawarah unluk menenlukan pelaksanaan 
lugas pimpinan DPRD yang berl1alangan sampai dengan 
pimpinan yang bersangkulan dapal melaksanakan lugasnya 
kembali. 
Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berl1alangan 
semenlara lebih dan 30 (Iiga puluh) han, partai polilik asal 
pirnpinan DPRD yang berhalangan semenlara mengusulkan 
kepada pimpinan DPRD salah seorang anggola DPRD yang 
berasal dan partai polrtik tersebul untuk melaksanakan lugas 
pimpinan DPRD yang berl1alangan sementara. 

5 

4 5 

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan 
pelaksanaan agenda dan rnateri kegiatan dan alaI 
kelengkapan DPRD; 

d. menjadi juru bicara DPRD; 
e.	 melaksanakan dan memasyarakatl<an kepulusan DPRD; 
f.	 mewakili DPRD dalam berl1ubungan dengan lembagaflnstansi 

lainnya; 
g.	 mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan 

lembagalinslansi vertikal lainnya sesuai dengan kepulusan 
DPRD; 

h.	 mewakili DPRD dipengadilan; 
i.	 melaksanakan kepulusan DPRD berl<enaan dengan 

penelapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan 
kelenluan pe raluran perundang-undangan; 

j.	 menyusun rencena anggaran DPRD bersama sekretariat 
DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat panpuma; 
dan 

k.	 menyampaikan laporan kine~a pimpinan DPRD dalam rapal 
parpurna DPRD yang khusus diadakan unluk du. 

(2)	 Dalam pengefeklifan kine~a DPRD, Pimpinan DPRD melakukan 
pembagian keria para Wakil Kelua : 

a.	 wakil Ketua I (salu) membawahi bidang pernerintahan, hukum, 
perekonomian dan keuangan; dan 

b.	 wakil Kelua II (dua) membawahi bidang pembangunan, 
lingkungan hidup dan kesejahleraan rakyal. 

(3)	 Apabila dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan pembagian 
keqa yang lelah diletapkan salah salu pimpinan berhalangan, 
maka dapat dilimpahkan kepada pimpinan yang lainnya. 

(4)	 Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berl1alangan semenlara 
kurang dan 30 (liga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan 
musyawarah unluk menenlukan salah salu pimpinan DPRD unluk 
melaksanakan lugas pimpinan DPRD yang berhalangan 
sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapal 
melaksanakan lugas kembali. 

(5)	 Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berl1alangan sementara 
lebih dan 30 (Iiga puluh) han, partai polilik asal pimpinan DPRD 
yang berl1alangan semenlara mengusulkan kepada pimpinan 
DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dan partai 
polilik lersebul unluk melaksanakan lugas pimpinan DPRD yang 
berhalangan sementara. I 
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Pasal46 Pasal46 Pasal 46 ayat (4) dan ayat (5) 
1. Masa jabalan pimpinan DPRD terhilung sejak tanggal I (1) Masa jabatan pimpinan DPRD temitung sejak tanggal pengucapan disempumakan. 

pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan 
dengan berakhimya masa jabalan keanggotaan. berakhimya masa jabalan keanggotaan DPRD. 

2. Pimpinan DPRD bernenn dan jabalannya sebelum berakhir I (2) Pimpinan DPRD berhenti dan jabatannya sebelum berakhir rnasa 
masa jabatannya karena: jabatannya karena: 
a. Meninggal dunia; a. meninggal dunia; 
b. Mengundurkan din sebagai pimpinan DPRD; b. mengundurkan dinsebagai pimpinan DPRD; 
c. 9iberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan c. dibemenlikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraluran perundang-undangan; alau kelentuan peraturan perundang-undangan; atau 
d. 9iberhenlikan sebagai pimpinan DPRD. d. diberherfikan sebagai pimpinan DPRD. 

3. Pimpinan DPRD dibemenlikan dan jabalannya sebagaimana I (3) Pimpinan DPRD dibementikan dan jabatannya sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) huruf d apabila yang bersangkutan: dimaksud pada ayal (2) huruf d apabila yang bersangkutan: 
a. Melanggar sumpah/janji jabalan dan kode elik DPRD a. melanggar sumpah/janji jabalan dan kode etik DPRD 

berdasarkan kepulusan Badan Kehorrnatan ; berdasarkan kepulusan Badan Kehormatan; alau 
b. Qiusulkan oleh partai politiknya dengan kelentuan peraluran b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan kelentuan 

perundang-undangan. peraluran perundang-undangan. 
4 Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD bemenn dan I (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenf dan jabatannya 

jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ~, anggola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya 
pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan 
untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai lugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya 
dengan dilelapkannya pimpinan pengganti yang definilif. pimpinan pengganli yang definilif. 

5. Dalam hal ketua dan para wakil kelua berhenti secara I (5) Dalam hal ketua danpara wakil ketua berf1enti secara bersamaan, 
bersamaan, lugas pimpinan sementara yang dibenluk sesuai lugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara 
dalam Pasa141. yang dibentuk sesuai dalam Pasal41. 

18 Badan Musyawarah Pasal51 Pasa/51 Pengetikan Pasal 51 
1. Badan Musyawarah mempunyai lugas : (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas : disempumakan 

a. Menelapkan agenda DPRD untuk 1 (salu) tahun sidang, 1 a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) lahun sidang, 1 
(salu) masa persidangan, atau sebagian dan sualu masa (satu) masa persidangan, atau sebagian dan suatu masa 
sidang, perkiraan waktu penyelesaian sualu masalah, dan sidang. perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan 
jangka waktu penyelesaian rancangan peraluran daearah, jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daearah, 
dengan lidak mengurangi kewenangan rapal panpuma unluk dengan tidak mengurangi kewenangan rapat panpuma untuk 
mengubahnya; mengubahnya; 

b. Membenkan pendapal kepada pimpinan DPRD dalam b. mernbenken pendapat kepada pimpinan DPRD dalam 
menenlukan gans kebijakan yang menyangkut pelaksanaan menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan 
tugas dan wewenang DPRD; lugas dan wewenang DPRD; 

(
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c.	 Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
 
kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan
 
keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan lugas keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing

masing-masing; masing;
 

d.	 Menetapkan jadwal acara rapat DPRD; d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 
e.	 Memberi saran/pendapat unluk memperlancar kegialan; e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; 
f.	 Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan 
g.	 Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripuma
 

paripuma kepada Badan Musyawarah. kepada Badan Musyawarah.
 
2. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :	 (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib : 

a.	 Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat
 
rapat badan musyawarah ; badan musyawarah; dan
 

b.	 Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah. b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah
 
kepada fraksL
 

Pasal52	 Pasal52 Pasal 52 disempumakan dengan 
1.	 Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan rnenghilangkan ayat (4)
 

dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan dibenluk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 
~~. ~ Setiap Anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi
 

2.	 Setiap Anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
 
anggota salah satu kornisi
 (3)	 Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 

(empat) kornisi
 
(empat) kornisi.
 

3.	 Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 
(4)	 Jumlah Anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayal 

(3) diupayakan sama4.	 dWRllan IH~misi de~at beFleJ88R s9swai ElOJilgaA 1,8tSRhHiR 
(5)	 Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggotaPSRJROBAg uAd8A!J9R yaRg 8e~altw. 

komisi, untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripuma.
 
ayat (3) diupayakan sama.
 

5.	 Jumlah Anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada 
(6)	 Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke 

komisi lain didasarkan alas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap
 
komisi, unluk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna.
 

6.	 Kelua, wakil Ketua, dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota 
awal tahun anggaran. 

(7) Keanggotaan dalarn kornisi diputuskan dalarn Rapat Paripurna
 
ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan
 

7.	 Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya 
DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
 

setiap awal tahun anggaran.
 (8)	 Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Kornisi 
ditetapkan paling lama 2 Y, (dua selengah) tahun.
 

DPRD alas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
 
8.	 Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripuma 

(9)	 Anggola DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota 
kornisi yang digantikan.
 

ditetapkan paling lama 2 Y, (dua setengah) tahun
 
9.	 Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi 

10.	 Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat I
 

anggota komisi yang digantikan.
 J	 _ 
(
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20. Badan Legislasi Pasal 55 Pasal 55 Pasal55 disempumakan 
Daerah Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat telap dan dibentuk dalam Rapat Paripuma. bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripuma DPRD. 

Pasal56 Pasal56 Pasal56 ayat (3) disempumakan 
(1) Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk I (1) Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk 

pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan pada permulaan. masa keanggotaan DPRD dan permulaan Tahun 
Tahun sidang. sidang. 

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditelapkan dalan Rapat I (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditelapkan dalan Rapat 
Paripuma menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Paripuma menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota 
Anggota Komisi. Kornisi. 

(3) Jumlah Anggota Badan Legislasi DPRD setara dengan jumlah I (3) Jumlah Anggota Badan Legislasi DPRD setara dengan jumlah 
Anggota satu Komisi di DPRD )'aR§ bersaR§I\~taR. Anggota satu Komisi di DPRD. 

(4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing I (4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing Fraksi. 
Fraksi. 

Pasal57 Pasal57 Pasal 57 disempumakan 
(1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 

(satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dan dan oleh Anggota (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dan dan oleh Anggota 
Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk 
mufakat. mufakat. 

(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan 
Legislasi Daerah aukan Anggota. Legislasi Daerah bukan sebagai anggota. 

(3) Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 (3) Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 
1/2 (dua setengah) tahun. 1/2 (dua setengah) tahun. 

(4) Mesa Keanggotaan Badan Legislasi dapat diuabah pada setiap (4) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap 
Tahun Anggaran. Tahun Anggaran. 

Pasal 58Pasal 58 Pasal 58 disempumakan 
Badan Legislasi bertugas:Badan Legislasi bertugas : 
a. menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuata. Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat 

daftar urutan dan priontas Rancangan Peraturan Daerah besertadaftar urutan dan proritas Rancangan Peraturan Daerah beserta 
alasan untuk setiap Tahun Anggaran di Iingkungan DPRD;alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD; 

b. koordinasi penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRDb. Mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah 
I 

I dan Pemerintah Daerah;antara DPRD dan Pemerintah Daerah; 
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Inisiatifc. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah alas Usul Inisiatif I c. 
DPRD berdasarkan Program pnontas yang telah ditetapkan;DPRD berdasarkan Program prioritas yang telah ditetapkan; 

I

L I I 

(
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d. Melakukan pengharmoniasian, pembulalan dan pemantapan I d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 
konsepsi Rancangan Peraluran Daerah yang diajukan Anggota, konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggola, 
Komisi, danlatau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Komisi, dan/atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan 
Peraluran Daerah lersebul disampaikan kepada Pimpinan Peraluran Daerah lersebul disampaikan kepada Pimpinan DPRD; 
DPRD; e. memberikan pertimbangan lertladap Rancangan Peraturan Daerah 

e. Memberikan Pertimbangan lertladap Rancangan Peraluran yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi diluar 
Daerah yang diajukan Anggola, Komisi danlatau Gabungan prioritas Rancangan Peraluran Daerah lahun be~alan alau diluar 
Komisi diluar Rancangan Peraluran Daerah yang lerdaftar dalam Rancangan Peraluran Daerah yang lerdaftar dalam Program 
Program Legislasi Daerah; Legislasi Daerah; 

f. Mengikuli per1lembangan dan melakukan evaluasi ternadap I f. mengikuli per1lembangan dan melakukan evaluasi lertladap 
pembahasan maten rnuatan Rancangan Peraluran Daerah pembahasan maleri muatan Rancangan Peraluran Daerah melalui 
melalui koordinasi dengan Komisi danlalau Panilia Khusus; koordinasi dengan Komisi danlatau Panitia Khusus; 

g. Membenkan masukan kepada Pimpinan DPRD alas Rancangan I g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan 
Peraluran Daerah yang dijugaskan oleh Badan Musyawarah; Peraluran Daerah lahun berjslan atau diluar Rancangan Peraluran 
dan Daerah yang dilugaskan oleh Badan Musyawarah; dan 

h. Membual laporan kineqa pada masa akhir keanggolaan DPRD I h. membual laporan kine~a pada masa akhir keanggotaan DPRD 
baik yang sudah maupun yang belum lerselesaikan unluk dapat baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapal 
digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggolaan digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggolaan 
berkutnya, berikutnya. 

21. Badan Anggaran Pasal59 Pasal59 Pasal 59 disempumakan 
(1) Badan Anggaran merupakan alat Kelengkapan DPRD yang (1) Badan Anggaran merupakan alat Kelengkapan DPRD yang 

bersifal lelapdan dibentuk oleh DPRD pada awal Masa Jabalan bersifal tetap dan dibenluk oleh DPRD pada awal masa jabalan 
Keanggotaan DPRD. keanggotaan DPRD. 

(2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi 
dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam ba~liap dengan mempertimbangkan keanggolaannya dalam tia~liap 

komisi dan paling banyak Y, (selengah) dan jumlah anggola. komisi danpaling banyak Y, (selengah) dan jumlah anggota. 
(3) Ketua dan Wakil Kelua DPRD karena Jabalannya adalah Kelwa (3) Kelua dan Wakil Kelua DPRD kanena Jabalannya adalah 

oaR wallil KBt~a Badan Anggaran merangkap anggola. Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. 
(4) ~ Anggola Badan Anggaran DPRD aoalaR 20 (d~a p~I~Il) (4) Komposisi Anggola Badan Anggaran DPRD diletapkan sebagai 

orang deA8aA lH)m~gsisi sebagai berikut : benkut: 
a. 3 (bga) orang pimpinan DPRD; a. 3 (liga) orang pimpinan DPRD; 
b. 3 (bga) orang wakil dan Fraksi PDI-P; b. 3 (liga) orang wakildan Fraksi PDI-P; 
c 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Demokral; c 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Demokral; 
d. 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Gerindra Berkarya; d. 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Genndra Ber1larya; 
e. 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Partai Kebangkilan Bangsa; e. 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Partai Kebangkilan Bangsa; 
f. 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Partai Amanal Nasional; f. 2 (dua) orang Wakil dan Fraksi Partai Amanal Nasional; 
g. 1 (satu) orang Wakil dan Fraksi Persaluan Pembangunan g. 1 (salu) orang Wakil dari Fraksi Persaluan Pembangunan 

Seiahtera; Sejahlera; 
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h. 1(satu) orang Wakil dan Fraksi Keadilan Nasional; dan h. 1(salu) orang Wakil dan Fraksi Keadilan Nasional; dan 
i. ~iI8R11l8h 1 (empal) anggola DPRD ~sp,,81,iI8P dan komisi l, 4 (empat) orang anggola DPRD yang berasal dan komisi 

dengan komposisi masing-masing komisi 1 (salu) orang. dengan komposisi masing-masing komisi 1(satu) orang. 
(5) Susunan keanggolaan, kelua dan wakil kelua Badan Anggaran (5) Susunan keanggotaan, kelua dan wakil ke1ua Badan Anggaran 

diletapkan dalam rapal paripurna, dilelapkan dalam rapal paripuma. 
(6) Sekretaris DPRD karena Jabalannya adalah Sekretans Badan (6) Sekretaris DPRD karena Jabalannya adalah Sekretaris Badan 

Anggaran bukan anggota. Anggaran bukan anggota. 
(7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan (7) Penempalan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan 

perpindahan ke Alai Kelengkapan DPRD lainnya didasarkan perpindahan ke Alai Kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas 
alas usul fraksi dan dapal dilakukan setiap awal Tahun usul fraksi dan dapal dilakukan seliap awal tahun anggaran (1 
Anggaran 1Jenuan 31 ~8s8mIl8r. Jenuan). 

Pasal 65 Pasal 65 I Pasal65 disempumakan 
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud ~8~8 ~8S812 (OOil1 ayal (1) (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayal (1) hunuf 

hunuf C disampaikan secara lerMs kepada pimpinan DPRD c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai 
disertai Idenlilas pengadu yang jelas dengan lembusan kepada ldentitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan 
Badan Kehonmalan. Kehonmatan. 

(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayal1 ~ kepada Badan Kehonmalan paling dimaksud pada ayat(Il kepada Badan Kehonmatan paling lama 7 
lama 7 (lujuh) han ke~a terhilung sejak langgal pengaduan (lujuh) han kerja lerflilung sejak langgal pengaduan diterima 
diterima. (3) Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 

(3) Apabila dalam jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ii;<iiI pimpinan DPRD lidak menyampaikan pengaduan kepada Badan 
2 pimpinan DPRD lidak menyampaikan kepada Badan Kehonmatan, Badan Kehonmalan menindaklanjuti pengaduan 
Kehonmalan, Badan Kehonnalan menindaklanjuli pengaduan tersebut. 
tersebul. (4) Dalam hal pengaduan lidak disertai dengan identitas pengadu 

(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identilas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan 
yang jelas, pimpinan DPRD tidak ~meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal 1 (satu) kepada Badan 
sebagaimana dimaksud pada ayal 1 (salu) kepada Badan Kehormatan. 
Kehonmalan. 

Pasal66 Pasal 66 Pasal 66 disempumakan 
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, Badan (1) Selelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 

Kehonmatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klanfikasi. pasal 65, Badan Kehonnatan melakukan penyelidikan, verifikasi 
(2) Penyelidikan, venfikasi dan klanfikasi sebagaimana dimaksud dan klarifkasi, 

pada ayal 1 (salu) dilakukan dengan cara meminla kelerangan (2) Penyelidikan, veritikasi dan klarifkasi sebagaimana dimaksud 
dan penjelasan kepada pengadu, saksi, leradu dan/alau pihak pada ayal (1) dilakukan dengan cara meminta kelerangan dan 
pihak lain yang lerkail. penjelasan kepada pengadu, saksi, leradu dan/alau pihak-pihak 

lain yang lerkait dan/atau memvenfikasi dokumen atau bukli lain 
vane terkait 
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(3) Hasil penyelidikan, verifrkasi dan klarifrkasi Badan Kehormatan (3) Hasil penyelidikan, verifrkasi dan klarifrkasi Badan Kehormatan 
sebagaimana dimaksud pada ayal 2 (dua) diluangkan dalam sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diluangkan dalam berita 
berila acara penyelidikan, verifrkasi dan klarifrkasi. 

(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormalan 
kerahasiaan hasil penyelidikan, verifrkasi dan 

menjamin 
klarifikasi 

acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. 
(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan 

kerahasiaan hasil penyelidikan, verifrkasi dan 
menjamin 
klarifrkasi 

sebagaimana dimaksud ayal3 (Iiga). sebagaimana dimaksud pada ayal(3). 

22. AlaI Kelengkapan 
Lainnya 

Pasal68 
(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat 

kelengkapan lain berupa R,milia lQlusus. 
membenluk alaI 

Pasal68 
(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapal membenluk alat kelengkapan 

lain berupa panitia khusus. 

Pasal 68 ayal (6) agar dikaji 
kembali jumlah keanggolaan 
Panilia Khusus di DPRD 

(2) Panitia Khusus ~ dimaksud pada ayal (1) merupakan AlaI (2) Panilia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan 
Kelengkapan DPRD yang bersifal fidak tetap. AlaI Kelengkapan DPRD yang bersilat lidaktetap. 

(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenluk (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibenluk 
dalam Rapal Paripuma alas usul Anggola setelah mendengar dalam Rapal Panpurna atas usul anggota selelah mendengar 
perlimbangan Badan Musyawarah. pertimbangan Badan Musyawarah. 

(4) Pembenlukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayal (4) Pembenlukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3)dilelapkan dengan Kepulusan DPRD. (3)dilelapkan dengan Keputusan DPRD. 

(5) Jumlah anggota Panilia Khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diletapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota 
I(emisi Y8~g te~(ait dElA disesuaikaR ~eAgaA Jj~egf:Qm/lu~giataR 

(5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayal 
(3) dilelapkan paling banyak ......... orang dengan 
mempertimbangkan perimbangan dan pemeralaan jumlah anggola 

seRa lumuiuflJHUUI eleR masiAg masiRg ~rak6i. liap-liap fraksi yang diletapkan dalam rapal paripuma DPRD 
~G) .o.Rggeta peRKia Id~1;JSU5 sebagaimaA8 dimalisu(J pada ayet (6), (6) Kelua dan wakil ketua panilia khusus dipilih dari dan oleh anggola 

tefEliri atas AtAggeta K@misi tBFkait yeA!) di'lsylkaA elah masiJ'lg panilia khusus. 
masiA§ Fral<si oSAgeR Icompesisi s89agai DaRin" : 
Ei. 4 (empat) eraAg ,:,;,al,1I daR j;FaI(si PQI P; 

(7) Panitia khusus dalam 
seknetarial DPRD. 

melaksanakan lugasnya dibantu oleh 

b. J (due) 8FaA§ \Aliil'il €lelA j;Faksi FJomolErat; 
6. 2 (dYa) @faAg \Naltil daR Fraksi "sAndra B8~H~u?fa; 

d. 2 (dwa) QFBA§ \Alaltil daR FFBI(si Partai K8ba~gl(itaR Qa~gsa; 

e. 2 (sY;) sraAg lA/akil saR Frahsi PaRa; Q I'RBRat ~Jasi9Ral; 

f. 1 (satl:l) QFtU~8 

SBja~t€lra; 
'Malt1l dan F't=aksi PBfSatl:l8R PBmbaFiguRElFI 

, 
g. 2 (satu) erans 'A'altil dari Fraltsi K061silan ~lasieAal; daR 

(7) Kelua dan wakil ketua panilia khusus dipilih dari dan oleh 

~1 (8) 
anggola panitia khusus. 
Panilia khusus dalarn 
sekretsriat DPRD. 

melaksanakan lugasnya dibanlu oleh 

-
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23 Persidangan SAC IAN KESP:1U Bagian Kesalu Pasal 69 disempumakan 
DCDC"lnlltdl":!11. t.1 Persidangan 

POSN= 69 Pasal69 
(1) Pada awal masa jabalan keanggotaan DPRD, lahun sidang (1) Pada awal masa jabalan keanggolaan DPRD, tahun sidang DPRD 

DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggola dimulai pada saal pengucapan sumpah/janji anggOla DPRD. 
DPRD. (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerdin alas 3 

(2) Tahun sidang dimaksud pada ayat (1) terdiri alas 3 (tiga) masa (tiga) masa persidangan. 
persidangan. (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) meliputi 

(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa sidang dan masa reses, kecuali pada Persidangan terakhir 
melipuli Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada dan satu periode keanggolaan DPRD dilakukan lanpa masa reses. 
Persidangan lerakhir dari satu penode keanggolaan DPRD (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dilaksanakan 3 
dilakukan lanpa masa reses. (tiga) kali dalam 1 (salu) lahun dan paling lama 6(enam) han kerja 

(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dilaksanakan dalam 1(salu) kali reses. 
3 (tiga) kali dalam 1 (satu) lahun dan paling lama 6(enam) han (5) Masa reses dipergunakan oleh anggola DPRD secara 
kerja dalam 1(salu) kali reses. perseorangan alau kelompok untuk mengunjungi daerah 

(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakal. 
perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah (6) Anggola DPRD secara perseorangan alau kelompok wajib 
pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakal. membual laporan lertulis alas hasil pelaksanaan lugasnya pada 

(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib masa reses sebagaimana dimaksud pada ayal (5), yang 
membual laporan lerMs alas hasil pelaksanaan tugasnya pada disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Panpurna. 
masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang (7) Jadwal dan kegialan acara selama masa reses sebagaimana 
disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapal Panpuma. dimaksud pada ayal (4), dilelapkan oleh pimpinan DPRD selelah 

(7) Jadwal dan kegialan acara selama masa reses sebagaimana mendengar pertimbangan dan Badan Musyawarah. 
dimaksud pada ayat (4), diletapkan oleh pimpinan DPRD setelah 
mendengar pertimbangan dan Badan Musyawarah. 

24. I Rapat Pasal70 Pasal70 Pasal 70disempumakan 
(1) Jenis Rapat DPRD terdiri dan alas: (1) Jenis Rapat DPRD terdiri dan alas: 

a. ~pat Paripurna, a. rapal panpuma; 
b. ~pal Panpurra Islimewa: b. rapat paripurna islimewa: 
c. ~pat Pimpinan DPRD; c rapat pimpinan DPRD; 
d. ~pat Fraksi; d. rapal fraksi; 
e. ~pal Konsullasi; e rapat konsultasi; 
f. ~pat Badan Musyawarah; f. rapal badan musyawarah; 
g. ~pat Komisi; 9 rapal komisi; 
h. ~palGabungan Komisi; h. rapat gabungan kornsi; 
I. ~pat Badan Anggaran; i rapal badan anggaran; 
j ~pat Badan Legislasi Daerah; J rapat badan legislasi daerah; 
k. ~oal Badan Kehonmalan; k. rapat badan kehormatan; ~ 

(
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I.	 Rapat Panitia Khusus; I. rapat panitia khusus; 
m.	 Rapat Kerja; m. rapat kerja; 
n.	 Rapat dengar Pendapal dan; n. rapat dengar pendapat; dan 
o.	 Rapat dengar Pendapat Umum. o. rapat dengar pendapat umum. 

(2)	 Rapat palipuma merupakan forum tertinggi anggota DPRD yang (2) Rapat palipuma merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD 
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil 

(3)	 Rapat palipuma istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang ketua DPRD. 
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara (3) Rapat palipuma istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang 
tertentu dan tidak mengambil Keputusan. dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara 

(4)	 Rapat Pimpinan DPRD merupakan Rapal Para Anggota tertentu dan tidak mengambil Kepulusan. 
Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan 
DPRD. DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 

(5)	 Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh 
pimpinan fraksi pimpinan fraksi 

(6)	 Rapat konsultasi adalah rapst antara pimpinan DPRD dengan (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan 
pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang 
dipimpin oleh pimpinan DPRD. dipimpin oleh pimpinan DPRD.I 

(7)	 Rapat Badan Musyawarah merupakan rapal Anggota Badan (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan 
Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan 
Musyawarah. Musyawarah. 

(8)	 Rapat kornsi rnerupakan rapat anggota komisi yang dipimpin (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh 
oleh ketua atau wakil ketua kornist. ketua atau wakil ketua komisi. 

(9)	 Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang 
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat antar anggota Badan (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan 
Angggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Angggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan 
Anggaran. Anggaran. 

(11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan 
Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan 
Legislasi Daerah. Legislasi Daerah. 

(12)Rapat	 Badan Kehonmatan merupakan Rapal Anggota Badan (12) Rapat Badan Kehonmatan merupakan Rapat Anggota Badan 
Kehonmatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehonmatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan 
Kehonmatan. Kehonmatan. 

(13) Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus (13) Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang 
vane diDimDin oleh PimDinan Panitia Khusus. dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. 

(
 



24 

(
 

1 2 3 

(14) Rapat Ke~a merupakan Rapat antar DPRD dan Kepala daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk atau antara Badan, Komisi 
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dan Kepala daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk 

(15) Rapat Dengar Pendapal merupakan Rapat antara DPRD dan 
Pemennlah Daerah. 

(16) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan Rapat antara DPRD 
dan Masyarakat baik lembagaJorganisasi kemasyrakatan 
maupun perorangan atau antara komisi dan masyarakat baik 
lembagalorganisasi masyarakat atau perorangan. 

Pasal78 
(1) Han dan jam kerja DPRD adalah: 

a. !"an Senin s.d Kamis, Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB 

b. !"an Jum'at Pukul 0800 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 
16.00 WIB 

(2) Han dan Jam Rapat DPRD adakah : 
a. !"an Senin S.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB 

Han Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 
16.00 WIB 

b. Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 
Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam 
han mulai pukul1900 WIB  selesai 

(3) Tempat Rapat dilakukan digedung DPRD. 
(4) Dalam hal Rapat tidak dapal dilaksanakan di Gedung DPRD 

karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat 
dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan 
~. 

4 

(14) Rapat Ke~a merupakan rapat antar DPRD dan kepala daerah 
atau pejabal yang ditunjuk atau antara badan anggaran, komisi 
gabungan komis! atau panitia khusus dan kepala daerah atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(15)Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan 
pernenntah daerah. 

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD 
dan masyarakat baik Iembagalorganisasi kemasyrakatan maupun 
perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia 
khusus dan masyarakat baik lembagalorganisasi masyarakat 
maupun perorangan. 

Pasal78 
(1) Han dan jam kerja DPRD adalah : 

a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 1600WIS; 
b. istrahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB; 

c. han Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan 
d. istirahat jam 11.30 s.d 1300WIS. 

(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adakah : 
a. han Senin sd Kamis Pukul 0900 s.d 16.00 WIB; 

Han Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 
16.00 WIB; dan 

b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 
Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam 
han mulai puku119.00 WIB  selesai 

(3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD. 

(4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD 
karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat 
dilaksanakan di tempal lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. 

5 

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) 
disempumakan, disesuaikan 
dengan Keppres Nomor 68 Tahun 
1995 tentang Han Ke~a di 
Lingkungan lembaga Pemerintah 

(
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Pasal81 Pasal81 Pasal 81 disempumakan, dengan 
Seliap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila i (1) Setiap rapal DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi menggabungkan Pasal 82 
memenuhi Kuorum. kuorum. 

(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terpenuhi apabila: 
a. rapat dihadin oleh paling sedik~ 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota 

DPRD unluk mengambil perse1ujuan atas pelaksanaan hak angket dan 
hak menyalakan pendapal serta untuk mengambil keputusan mengenai 
usul pembertlentian bupatilwalikota dan/atau wakil bupaWwakil 
walikota; 

b. rapat dihadiri oleh paling sedikil 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 
DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menelapkan 
peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

c. rapat dihadiri oleh lebih dan 1/2 (satu per dual jumlah anggola DPRD 
unluk rapal panpurna DPRD setain rapat sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b 

(3) Kepulusan rapal dinyatakan sah apabila: 
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jurnlah anggota DPRD 

yang hadir, unluk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; 
b. disetujui oleh lebih dan 1/2 (satu per dual jumlah anggota DPRD yang 

hadir, unluk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan 
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud 

pada ayal (2) huruf c. 

disesuaikan dengan ketentuan 
Pasal 395 Undang-Undang Nomor 
17Tahun 2014 

(4)	 Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, 
rapal ditunda paling banyak 2 (dual kali dengan tenggang waktu masing
masing tidak Iebih dari 1 (safu) jam 

(5)	 Apabila pada akhir waklu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada 
ayal (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat 
paling lama 3 (liga) Hari alau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan 
Musyawarah. 

(6)	 Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, tertladap 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat 
lidak dapat mengambil keputusan. 

(7)	 Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), klKJrum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, tertladap 
kelenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara 
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. 

(8)	 Setiap penundaan rapal, dibuat berita acara penundaan rapat yang 
ditandatangani oleh Pirnpinan Rapat. 

(
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25. TataCara 
Pembenlukan 
Peraluran Daerah 

( 
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Pasal ... Tambahkan pasal bsru, urutan 
Seliap kepulusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah unluk mufakat pasal selanjulnya menyesuaikan 
maupun bendasarkan suara terbanyak, menupakan kesepakatan untuk 
dilindaklanjuli oleh semua pihak yang terkail dalam pengambilan keputusan. 

Pasal85 Pasal85 Pasal 85 disempumakan dan 
(1) Rancangan peraluran daerah dapal berasal dari DPRD (1) Rancangan peraluran daerah dapal berasal dari DPRD alau kepala daerah. disesuaikan dengan ketentuan 

atau kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah Pasal 15 Penmendagri Nomor 1 
(2) Rancangan peraluran daerah yang berasal dari DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Tahun2014 

atau kepala daerah disertai penjelasan alau (3) Rancangan peraluran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kelerangan danlalau naskah akademik. diajukan bendasarkan program legislasi daerah. 

(3) Rancangan peraluran daerah sebagaimana dimaksud (4) Dalam keadaan tertenlu, DPRD alau kepala daerah dapat mengajukan 
pada ayat (1) diajukan bendasarkan program legislasi rancangan peraluran daerah diluar program legislasi daerah. 
daerah. (5) Rancangan Peraluran Daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada 

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD alau kepala daerah ayat (4) yaitu; 
dapal mengajukan rancangan peraturan daerah diluar a. akibal putusan Mahkamah Agung; 
program legislasi daerah. b. APBD; 

c. pembalalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri alau Gubemur; 
d. perinlah dari peraluran penundang-undangan yang lebih tinggi selelah 

Prolegda dilelapkan; 
e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; 
f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan pekon; 
g. untuk mengalasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 

alam; 
h. akibat ke~a sarna dengan pihak lain; dan 
i. keadaan lertentu lainnya yang memaslikan adanya urgensi alas suatu 

Rancangan Perda yang dapal disetujui bersama oleh Balegda dan 
bagian hukum, 

Pasal88 Pasal88 Pasal 88disempumakan 
Apabila dalam setu masa sidang kepala daerah dan DPRD Apabila dalam salu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan 
menyampaikan rancangan peraluran daerah mengenai rancangan peraluran daerah mengenai maleri yang sarna maka yang dlbahas 
materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan 
peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, rancangan peraluran daerah yang disampaikan oleh Kepala daerah digunakan 
sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan sebagai untuk dipersandingkan. 
oleh Kepala daerah digunakan sebagai bahaII 
f3BmaABiA~ltiiR. 

(
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Pasal89 Pasal 89 disempumakan 
(1)	 Rancangan peraturan daerah yang berasal dan DPRD atau Supati dibahas 

oleh DPRD dan Supati unluk mendapalkan perselujuan bersama. 
(2)	 Pembahasan rancangan peraluran daerah sebagaiman dimaksud pada 

ayal (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkal pembicaraan, yaitu pembicaraan 
lingkal I dan pembicaraan tingkat II. 

(3)	 Pembicaraan tingkal I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipuli : 
a.	 dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dan Supati dilakukan 

dengan kegialan sebagai benkut : 
1.	 Penjelasan Supati dalam rapal panpurna mengenai rancangan 

peraluran daerah; 
2.	 Pemandangan umum fraksi lerhadap rancangan peraturan daerah; 

dan 
3.	 langgapan danlalau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati 

b.	 dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dan DPRD dilakukan 
dengan kegialan sebagai benkut : 
1.	 Penjelasan pimpinan kemisi, pimpinan gabungan kemisi, pimpinan 

Sadan legislasi Daerah alau pimpinan panilia khusus dalam rapal 
paopuma mengenai rancangan peraturan daerah; 

2.	 Pendapat Supali lerhadap rancangan peraluran daerah; dan 
3.	 Tanggapan dan/alau jawaban fraksi lerhadap pendapat Supati. 

c.	 pembahasan dalam rapal kemisi, gabungan kemisi, panitia khusus yang
( dilakukan bersama dengan Supali atau pejabat yang ditunjuk untuk 

mewakilinya. 
(4)	 Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayal (2) meliputi : 

a.	 pengambilan kepulusan dalam rapal paripuma yang didahului dengan : 
1.	 penyampaian laporan pimpinan kemisilpimpinan gabungan 

kemisilpimpinan panilia khusus yang berisi proses pembahasan, 
pendapal fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) hunuf c; dan 

2.	 penmintaan persetujuan dari anggela secara Iisan eleh pimpinan 
rapal panpuma. 

b.	 pendapal akhir Supati. 
(5)	 Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hunuf a angka 

2 dapat dicapai secara musyawarah unluk mufakal, Kepulusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 

lal	 rancangan peraluran daerah Iidak mendapal perselujuan 
bersama antara DPRD dan Supali, rancangan peraluran daerah lersebul 

L J tidak boleh diajukan lagi dal~"... l"'\Or'C"ir4':)nn~n noon ", ..~ .. itll 

I 
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(4)	 Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 
meliputi:
 
a.	 Pengambilan keputusan dalam rapal paripurna yang
 

didahului dengan :
 
1.	 Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan
 

gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi
 
proses pembahasan. pendapat fraksi dan hasil
 
pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
 
c;dan
 

2.	 Permintaan perselujuan dan anggota secara lisan oleh
 
pimpinan rapat paripurna.
 

b.	 Pendapat akhir kB~ala daBFa~. 

(5)	 Dalam hal perselujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 
huruf a angka 2 dapal dicapai secara musyawarah untuk
 
mufakat. Keputusan diambil berdasar1<an suara lertJanyak,
 

(6)	 Dalam hal rancangan peraluran daerah tidak mendapat
 
persetujuan bersama anlara DPRD dan IIB~alil dailFah,
 
rancangan peraturan daerah tersebut lidak boleh diajukan lagi
 
dalam persidangan DPRD masa ilu.
 

Pasal 91	 Pasal 91 I Pasal 91 disempumakan 
(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama olehI, DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD 

kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan kepada kepala daerah unluk diletapkan menjadi peraturan daerah. 
daerah.	 (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana 

(2)	 Penyampaian rancangan peraluran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (lujuh) han terhilung sejak tanggal persetujuan bersama. 
lambat 7 (tujuh) han lerhitung sejak tanggal persetujuan. 

Pasal 103 disempumakanPasal103	 Pasal 10326. Sanksi 
(1)	 Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban I (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dikenakan sanksi dimaksud dalam pasal 30 dikenakan sanksi berdasar1<an 
berdasar1<an keputusan Badan M~Gyal':'aFa~. Keputusan Badan Kehormatan. 

(
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(2)	 Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) dan/atau ayat 
)2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. 

(3)	 Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3) berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD. 

Pasal106 
(1)	 Anggota DPRD bement Antar Waktu karena : 

a. Meninggal dunia; 
b. Mengundurkan din; atau 
c. Gibementikan. 

(2)	 Anggota DPRD dibementikan antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c. apabila : 

( a. lidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) 
bulan berturut-turut lanpa keterangan apapun; 

b.	 Melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD; 
~ 

4 

(2)	 Anggola DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal1 02 ayat (1) dan/atau ayat (2) 
dikenai sanksi pember1lentian sebagai anggota DPRD. 

(3)	 Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3) berdasarkan 
kepulusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dikenai sanksi pembementian sebagai Anggota DPRD. 

Pasal ... 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan 
penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata 
Beracara Badan Kehonmatan. 

Pasal106 
(1)	 Anggota DPRD berhenti Antar Waktu karena : 

a.	 meninggal dunia; 
b.	 mengundurkan din; atau 
c.	 diberhentikan. 

(2)	 Anggota DPRD diberl1entikan antar waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, apabila : 
a.	 tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) 
bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; 

b.	 melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD; 

5 

Setelah Pasal 105 tambahkan 
pasal baru yang mengatur tentang 
tata cara pengaduan masyarakat. 
urutan pasal selanjutnya 
menyesuaikan 

Pasal 106 disempumakan 

~I I	 I I 

(
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c. Ginyalakan bersalah berdasarkan pulusan pengadilan yang c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum lelap karena melakukan lelah memperoleh kekualan hukum letap karena melakukan 
tindak pidana dengan ancama pidana Penjara 5 (lima) tahun lindak pidana dengan ancama pidana Penjara 5 (lima) lahun 
alau lebih; atau lebih; 

d. :j:idak menghadiri rapal paripuma danlatau rapat alai d. tidak menghadiri rapat paripuma danlalau rapat alat 
kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya 
sebanyak 6 (enam) kali berturul-turullanpa alasan yang sah; sebanyak 6 (enam) kali berturul-turullanpa alasan yang sah; 

e. Giusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan e. diusulkan oleh partai polrtiknya sesuai dengan ketentuan 
peraluran perundang-undangan; peraluran perundang-undangan; 

f. :j:idak lagi memenuhi syarat sabagai calon anggola DPRD f. tidak lagi memenuhi syaral sabagai calon anggota DPRD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kelentuan peraluran perundang-undangan 
mengenai pemilihan umum; mengenai pemilihan umum; 

g. Melanggar kelenluan larangan sebagai anggota DPRD g. melanggar kelentuan larangan sebagai anggota DPRD 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; sebagaimana diatur dalam peraluran perundang-undangan; 
atau h. dibementikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan 

h. Menjadi anggota partai polilik lain. kelentuan perundang-undangan; alau 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) i. menjadi anggola partai politik lain. 

juga bertaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) juga 
pimpinan DPRD danlalau pimpinan alat kelengkapan DPRD. berlaku bagi anggola DPRD yang berkedudukan sebagai 

pimpinan DPRD danlatau pimpinan alat kelengkapan DPRD. 

Pasal .... Setelah Pasal 108. tambahkan 
(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana pasal baru. urutan pasal 

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1). Badan Kehorrnalan DPRD selanjulnya menyesuaikan 
dapal meminta banluan dart ahli independen. 

(2) Ketenluan Iebih lanjul mengenai tata cara penyelidikan. verifikasi, 
dan pengambilan kepulusan oleh Badan Kehorrnalan DPRD 
dialur dengan Peraturan DPRD tentang Tala Beracara Badan 
Kehorrnatan. 

Pasal110 Pasal110 Pasal 110 disempumakan 
(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggola DPRD yang (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggola DPRD yang 

dibernemikan antar waklu dan meminta nama calon penggan~ diberhentikan antar waklu dan meminta nama calon pengganli 
antar waktu €!9RgStl melampi~(aFl fBteGgpy daftar Rame etilOR anlar waktu kepada KPUD. 
tetap dan €tatter p8riRgl<at J)grele~aR SY8fii peRai pelitil< yang 
'Hi~aRQh:wta" )'aR~ t818~ dilegalisiF, kepada KPUD ~ 

I 

tsmbUS6m !tepee; pimpiR8n ptuti!ili pelitil( )'8Rg 6sr;saRgl'utaA. 
I J 

(
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(2)	 KPUD Kabw~ais~ menyampaikan nama calon Pengganti Antar 
Waktu berdasar1<an ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) han sejak 
ditenmanya surat pimpinan DPRD. 

(3)	 Paling lambat 7 (tujuh) han sejak menerima nama calon 
pengganti antar waktu dan KPUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), pimpinan DPRD se\llla~ melakwkaR lIeR~lmssi he~ada 

pimpiRiiA partai pBlitil< Yeu~g bersaRgl(utaA menyampaikan nama 
anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti 
antar waktu kepada Gubemur mslalwi Ils~ala dasra~ ooM; 
~iF8smiIHu~ pSmb8FftBRtlaFi daR peRgaRgl(~RAya. 

(4)	 Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti 
antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar 
waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) 
ayat (2), pimpinan DPRD berdasar1<an hasil konfinmasi dengan 
pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama 
calon pengganti antar waktu dan partai polrtik yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat 
(1) atau (2) kepada gubemur melalui kepala daerah. 

(5)	 Paling lama 7 (tujuh) han sejak diterirnanya nama anggota dprd 
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah

( mengusulkan pengganti antar waktu kepada Gubemur untuk 
diresmikan pemberhentiannya dan pengangkatannya. 

(6)	 Paling Iambat 14 (empat belas) han sejak menenma usulan 
penggantian antar waktu dari kepala daerah sebagaimana 
dinnaksud pada ayat (4), Gubemur meresmikan pemberhentian 
dan pengangkatan anggota DPRD. 

(7)	 Dalam hal Kepala daerah tidak mengusulkan penggantian antar 
waktu kepada Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Gubemur meresmikan pemberhentian antar waktu anggota 
DPRD berdasar1<an pembentahuan dan pimpinan DPRD. 

4 

(2)	 KPUD menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 
ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 
(lima) han sejak ditenmanya surat pimpinan DPRD. 

(3)	 Paling lambat 7 (tujuh) han sejak rnenerirna nama calon pengganti 
antar waktu dan KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang 
diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada 
Gubemur melalui Bupeti 

(4)	 Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar 
waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang 
tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) atau ayat (2), 
pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfinmasi dengan pimpinan 
partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon 
pengganti antar waktu dan partai politik yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) atau ayat (2) kepada 
Gubemur melalui Bupati. 

(5)	 Paling lama 7 (tujuh) han sejak rnenerirna nama anggota DPRD 
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati 
menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan 
nama calon pengganti antar waktu kepada Gubemur. 

(6)	 Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pengganti antar waktu 
kepada Gubemur sebagimana dimaksud pada ayat (5) Gubemur 
meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD 
berdasar1<an pembentahuan dari pimpinan DPRD. 

(7)	 Paling lama 14 (empat belas) han sejak menenma nama anggota 
DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu 
dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubemur 
meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan 
Keputusan Gubemur. 

(8)	 Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan 
sumpah/janji yang pengucapannnya dipandu oleh pimpinan DPRD 
dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam 
Pasall0 dan Pasal 11. 

5 
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Pasal114 Pasal114 Pasal114 disempumakan 
1. Dalam hal anggota DPRD yang dibernentikan semenlara (1) Dalam hal anggola DPRD yang dibernenfikan sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasall13 ber1<edudukan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ber1<edudukan sebagai 
pimpinan DPRD, pemberhentan semenlara sebagai pimpinan pimpinan DPRD, pemberhenfian sementara sebagai anggota 
DPRD. DPRD diikuli dengan pernberhentian sementara sebagai pimpinan 

2. Dalam hal pimpinan DPRD diberhentican sementara DPRD. 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), partai polilik asal (2) Dalam hal pimpinan DPRD dibementikan semenlara sebagaimana 
pimpinan DPRD yang dibemenlikan semenlara mengusulkan dimaksud pada ayal (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang 
kepada pimpinan DPRD salah seorang anggola DPRD yang dibert1enlikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD 
berasal dari partai polilik lersebul unluk melaksanakan lugas salah seorang anggota DPRD yang berasal dan partai polilik 
pimpinan DPRD yang dibert1enlian sernentara. lersebul unluk melaksanakan lugas pimpinan DPRD yang 

dibertlenlian semenlara. 

27. Penyidikan PE.IVlgIK 0 N - Pasal 116 dihilangkan, sesuai 
PiI&il1116 kepulusan Mahkamah Konslilusi 

1. PsmaR~gi!aA daR J3BFmiFiltaaR l<eteraRgalC1 wFltlslh Nomor 73/PUU-IX/2011 bahwa 

2. 

~BRyiajha~ t8Raaa~ aRg~Bta QPRQ yar=lg oiQl;;I~a 

melah1<.4!<aA tiFtaah ~iejsAa RarlslS mSAdapat 
pBFsetwjw8R oan gw68rRlsIr. 
Qalam t:lal persstwjw.8J'l tSRwlis sBsagaimaA8 

pemanggilan dan pemnintaan 
kelerangan unluk penyidikan 
anggola DPRD tidak mernerlukan 
perselujuan dan Gubemur. 

dimal<slsIo pafja ayat (1) tioal( EliberihaR eleR 
~bfe8rAlsIr aalam waldw J3ali~g lambst 30 (tisa plslh:It=1) 
l:t6lri terl=litl::lAg sejal< diterimsRya permel;;tsAaA, da~at 

eilahElI<sFl FJreses ~8maRggilaA ejar=l permiRtaaR 
heteraAgaA lIAtllh pSAyidil(aA seoagaimaAa 
dimal(slsId paEJa ayet (1). 

3. KetsAtw8A s8sagaimaAa €limahsl::I€I palla ayel (1) 
tiosl< esrlalc1<.4 apsoila aAggets gPRQ : 
s. TsltaA§Jhap taRgaR mBlal(l:;I!(Qr:;t tiRsah pi08RiiI 
6. QisaAgl<a melal(lIl<aR tinoah pidan8 lutj8Ratar=l 

)'8r=l8 fli8Asam d8r=1gQR t3i€laFia mati ataw pi€l8A8 
SS6Iml:;lr Rial;lp atal;l tiRaalt ~igafla I<Bjat:lataR 
tema€lap lu~maRl;Isiaaf'l oaR 1t&6ImSR8R ~J8giilra 

eerQSSarli8A ~l;Ihti permwlaaA yaRg GlaIhl:;lp. 
8. FJisaA§l<a m818IH~I(aR tiA€lsh piOElRS liRl:;ISblS. 

~ I 

(
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28. Pelaksanaan 
Konsultasi 

Pasal117 
1. Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah 

dilaksanakan dalam benluk pertemuan antara pimpinan DPRD 
dengan kepala daerah. 

2. Konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksankan 
dalam rangka : 
a. I1embicaraan awal mengenai maleri muatan rancangan 

peraluran daerah dan/atau kebijakan umum anggaran serta 
prioritas dan plafon sementara lIaIil rangka penyusunan 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

b. Pembicaraan mengenai penanganan suatau ma&laIl yang 
memerlukan kepulusan/kesepakalan bersama DPRD dan 
pemerinlah daerah berdasar1<an peraluran penundang
undangan. alau 

c. I1emninlaan penjelasan mengenai kebijakan alau program 
kerja lertenlu yang ditetapkan atau dilaksanakan. 

3. Konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pimpinan 
DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang 
terkait dengan rnateri konsultasi dan kepala daerah didampingi 
oleh pimpinan perangkat terkait. 

4. Konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan 
secara berkala alau sesuai dengan kebutuhan. 

5. Konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal 
dilaksanakan, baik alas prakarsa pimpinan DPRD mSijpSijR 
Kepala daerah. 

6. Hasil konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal 
dilaporkan dalam rapal paripuma DPRD. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal117 
Konsullasi anlara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan 
dalam benluk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan kepala 
daerah. 
Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksankan 
dalam rangka: 
a. pembicaraan awal mengenai maten muatan rancangan 

peraturan daerah danlatau kebijakan umum anggaran serta 
prioritas dan plalon anggaran semenlara dalam rangka 
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

b. pembicaraan mengenai penanganan suatau masalah yang 
memerlukan kepUlusanikesepakalan bersama DPRD dan 
pemerintah daerah berdasarkan peraturan penundang
undangan. atau 

c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan alau program kerja 
tertenlu yang ditelapkan alau dilaksanakan oleh kepala daerah. 

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pimpinan DPRD 
didampingi oleh pimpinan alai kelengkapan DPRD yang ler1<ail 
dengan rnateri konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh 
pimpinan perangkat daerah ler1<ait. 
Konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
secara ber1<ala atau sesuai dengan kebuluhan. 
Konsullasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Kepala 
daerah. 
Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilapor1<an dalam rapat paripuma DPRD. 

Pasal117disempumakan 

29 Penerimaan 
Peng ad uan dan 
Penyaluran 
Aspirasi Masyarakat 

BAB XVI 
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN 

ASPIRASI R,O,K¥AT 
Pasal119 

1. Pimpinan DPRD, alaI kelengkapan DPRD, ang90la DPRD alau 
fraksi di DPRD menerima, menampunq, menyerap, dan 
menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakal yang 
disampaikan secara laRSijSRS atau lertulis lenlang suatu 
pemasalahan, sesuai dengan tugas, lungsi, dan wewenang 
DPRD. 

BABXVI 
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN 

ASPIRASI MASYARAKAT 
Pasal119 

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau 
fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan 
menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakal yang 
disampaikan secara langsung atau tertulis tenlang suatu 
pemasalahan, sesuai dengan tugas, lungsi, dan wewenang DPRD. 

Bab XVI, judul bab dan Pasal 119 
disempumakan 

(
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2. Pengaduan dan/alau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
proses administrasi oleh sekretanat DPRD dan ditenuskan kepada pimpinan 
DPRD, alatkelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi DPRD. 

3. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, aR~~gta gPRQ, atau 
fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan danlatau aspirasi sesuai 
kewenangan . 

4 Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan danlatau aspirasi kepada 
pimpinan DPRD, alai kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksi. 

5. Dalam hal diperlukan, pengaduan danlatau aspirasi masyarakat dapat 
ditindaklanjuti dengan : 
a. ~patdengar pendapat umum 
b. ~patdengarpendapat 

c. !l;unjungan ke~a atau 
d. ~pat ke~a alat kelengkapan DPRD dengan mitra ke~anya. 

6. Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi 
masyarakat diatursekretarial DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD. 

30 Kelompok Pakar BPS )0'1\ 
Atau Tim Ahli P~bJI K£ nMA OtN lblQAS K~bQf'1PGK Po.KAJit 

( Pasal 12Q 
AlOta' TIM A~l:1 

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk 
kelompok pakar atau tim ahli. 

2. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah elat 
kelengkapan DPRD 

3. Kelompak pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan : 
a. Serpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman 

kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman 
kerja paling singkat 3 (Tiga) tahun. atau Strata Tiga (S3) dengan 
pengalaman ke~a paling singkat 1(satu) tahun. 

b. Menguasai bidang yang diperlukan. 
c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD. 

I I I 

4 

(2)	 Pengaduan da1latau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan proses administrasi oleh sekretariat DPRD dan ditenuskan 
kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkart, anggota 
DPRD, atau fratsi DPRD. 

(3)	 Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di 
DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai 
kewenangan. 

(4)	 Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi 
kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksi. 

(5)	 Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat 
ditindaklanjuti dengan : 
a.	 rapat dengar pendapat umum; 
b.	 rapat dengar pendapat; 
c.	 kunjungan kena; atau 
d.	 rapal keqa alat kelengkapan DPRD dengan mrtra keqanya. 

(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi 
masyarakat diatur sekretariat DPRD dengan persetujuan pimpinan 
DPRD. 

Bagian Kedua
 
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli
 

Pasal 121
 
(1)	 Dalam rangka melaksanakan lugas dan wewenang DPRD, dibentuk 

kelompok pakar atau tim ahli. 
(2)	 Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat 

kelengkapan DPRD 
(3)	 Kelompok pakar atau tim ahlipaling sedikit memenuhi persyaratan: 

a.	 berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan 
pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) 
dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata 
Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1(satu) tahun; 

b.	 menguasai bidang yang diperlukan; dan 
c.	 menguasai tug as dan fungsi DPRD. 

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. 
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Bab XVII judul bab 
disempumakan dan 
Pasal 120 diubah 
menjadi Pasal 121 

/
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Sistem Pendukung 
DPRD 

Ketentuan Peralihan 

3 4 

4. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat I (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana 
(1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. 

5.	 Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris 
DPRD. 

6.	 Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bekerja sesuai dengan pengelompokkan tugas dan wewenang 
DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD. 

BABA XVIII
 
SISTEM PENDUKUNG DPRD
 

SFKRFTO~IOT CPRC
 

Passl 121
 
1.	 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk 

sekretariat dewan yang susunan organisasi dan tata kerjanya 
ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan perundang
undangan yang bertaku. 

2.	 Sekretarial DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan 
kepulusan kepala daerah atas persetujuan pimpinan DPRD. 

3.	 P8~iFAbar;lga" pimpina" QPRQ sebagaimafila dimal1suEJ pada Bya 
(2), msmpGmatiltsA jeRjang hepsAgkatan, hemampw8n daR 
~BA~aI8maA. 

4.	 Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat berasal dari Pegawai 
Negri Sipil. 

CAC VIV 

K5TE~JlblA~1 peRAbl~A~J 

Pi!I§i!l1 122 
1.	 PeFah'FaA QPRQ tontaAD tata !GRio QPRQ yang !eleR ada 

sebelwm peratYfQA peFfleRFItah ini di1:lFlB8ngl<an din)'atalisFi tBta~ 

DeRsk.. sampai dEmDan dit9!apl~aRAYs pSFat"FaR FJPRQ tSAtang 
tata TeRib FJPRFJ yang 8881:18; deRDEn;! P8AiWFaA pBmEulAtaR iAi. 

2.	 PeratWFaR QPRFJ tsAtaAg tata !BRio sBo8gaimElR8 aimal~8wd peda 
ayet (1) harus tBlaR ditetQJ}ltaR paliAg llima GQ (8Ram pwluh) Ran 
sejah pemtllf8n pemBRnta~ iAi djuRdaRgl~aR. 

3.	 Pefatwran QPRQ tGAtaA!j tata tell;tio QPRQ seoagaim8R8 
ilim6lkswd flails ayat (2), ditetsfikaA setel8R te~eoih oBRwlw 
ailteRsultasiltBA I~GPeda QUDemWf. 

dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
dibert1entikan dengan keputusan sekretaris 
DPRD. 

(6)	 Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beke~a sesuai dengan 
pengelompokkan tugas dan wewenang DPRD 
yang tercermin dalam alai kelengkapan DPRD. 

BABAXVII
 
SISTEM PENDUKUNG DPRD
 

Bagian Kesatu
 
Sekretariat
 
Pasal120
 

(1)	 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
wewenang dan tugas DPRD, dibentuk 
sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan 
tata ke~anya diletapkan dengan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

(2)	 Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang 
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 
kepala daerah alas persetquen pimpinan 
DPRD. 

(3)	 Sekretaris DPRD dan pegawai sekretanat 
berasal dan Pegawai Negri Sipil. 

5 

Judul bab XVIII disempumakan, dan Pasal 121 
diubah menjadi Pasal 120 

- Bab XIX dihilangkan 
- Ketentuan peralihan memuat penyesuaian 

pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum 
yang sudah ada berdasar1<an peraturan perundang
undangan yang lama terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru, yang bertujuan 
untuk: 
a.	 menghindari te~adinya kekosongan hukum; 
b.	 menjamin kepastian hukum; 
c.	 menoenken perlindungan hukum bagi pihak 

yang ter1<ena dampak perubahan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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d. mengatur hal-hal yang bersifat konstitusional 
atau bersifat sementara. 

- Sesuai ketentuan lampiran II huruf C.4 angka 127 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

33. Penetapan dan 
Pengundangan 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal S8~18m1l8r 2014 

Pasal 124 
Peraturan Daerah ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
lampung Bara!. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 2014 

- Tambahkan pasal baru 
- Nama pejabat yang menetapkan tanpa 

menggunakan gelar dan pangkat 
- Tambahkan kolom penandatanganan pejabat yang 

mengundangkan 
- Tambahkan kalimat berita daerah. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

KETUA SEMENTARA, 

DEWAN PERWAKllAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

KETUA SEMENTARA, 

EDI NOVIAl, S.Kllm EDINOVIAl 

( 
Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

NIRLAN 

BERITA 
NOMOR 

DAERAH 
. 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 

GUBERNUR LAMPUNG, 

II 

Research
Rectangle


